
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan data dan analisis pada putusan Pengadilan Agama Solok serta 

Wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Solok, yang ditujukan untuk 

memenuhi tujuan penelitian ini, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Istri tidak mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah dalam Putusan Perkara 

Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan perkara Nomor 

49/Pdt.G/2024/PA.Slk disebabkan karena istri tidak mengajukan gugatan 

terkait nafkah-nafkah tersebut di dalam petitum gugatannya. Sehingga 

hakim hanya memutus perkara tersebut sesuai dengan permasalahan yang 

diajukan dalam petitum gugatan saja. 

2. Alasan hakim tidak menggunakan hak ex officio dalam Putusan Perkara 

Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan perkara Nomor 

49/Pdt.G/2024/PA.Slk yaitu karena yang menjadi alasan terjadi 

perceraian dalam kedua putusan tersebut adalah faktor ekonomi, sehingga 

dengan mempertimbangkan penghasilan tergugat tersebut maka hakim 

memutuskan tidak menggunakan hak ex officionya terkait hak-hak istri 

pasca perceraian, walaupun sebenarnya hakim berhak untuk 

menetapkannya nafkah-nafkah tersebut secara ex officio. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan dua saran 

yaitu: 

1. Kepada penggugat apabila mengajukan gugatan jika ingin mendapatkan 

hak-hak istri pasca perceraian sebaiknya mengajukannya dalam petitum 

gugatan agar dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim 
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2. Kepada hakim diharapkan untuk menggunakan hak ex officio dalam 

mempertimbangkan nafkah-nafkah yang dapat diperoleh istri pasca cerai 

gugat karena hal demikian dapat memberikan perlindungan hukum serta 

menjaga hak bagi penggugat. 
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